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ABSTRACT 
This research aims to know the Implementation of the regional province of Riau Regulation number 6 in 
2012 about the social responsibility of companies in Riau Province (study of community empowerment 
Around PT. Agro Lestari Tamora village of Serosah sub-district of Hulu Kuantan District of Kuantan 
Singingi). Assessment indicators used include communication, resources and karakeristik problems. The 
research method used qualitative methods. This research can be categorized as descriptive research .  
prioritize list of interviews as a means of data collection and the data collected with this tool then made a 
major raw material for analyzing the empirical conditions of obyektifitas of the existence of objective 
research on the location thoroughly. As for the location of this research in the PT. Tamora Agro Lestari 
village of Serosah sub-district of Hulu Kuantan District of Kuantan Singingi with Key informants 1 person 
Secretary of social and Employment Office District of Kuantan Singingi and 9 people informant is 
Commission B the House of representatives of the regional province of Riau, Forum TJSP Province Riau, 
the Riau Malay custom, the House of representatives Commission III area of Kuantan Singingi, Kuantan 
Upstream Head , The Village Chief, Serosah, Publicist PT Agro Lestari Tamora Serosah, Chairman Of The 
Youth Village, Serosah Village Community. Types and techniques of collecting primary data gathered with 
interview techniques as well as secondary data collected through the documents, books, and records the 
nature of the documentation. While the data analysis technique used is to use the tools of triangulation. 
Based on this analysis techniques researchers assess and conclude that the Implementation of the regional 
province of Riau Regulation number 6 in 2012 about the social responsibility of companies in Riau 
Province (study of community empowerment Around PT. Agro Lestari Tamora village of Serosah sub-
district of Hulu Kuantan District of Kuantan Singingi) are not fulfilled. The recommendations need to be 
considered especially with respect to the making of the regulations the Governor about procedures for the 
implementation of corporate social responsibility. 
Keywords: Implementation, Corporate Social Responsibility, Regency Kuantan Singingi 
ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 
2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi Pemberdayaan Masyarakat  Di 
Sekitar Pt. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi) . 
Indikator penilaian yang digunakan meliputi komunikasi, sumber daya dan karakeristik masalah. Metode 
penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian 
deskriptif yaitu memprioritaskan daftar wawancara sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul 
dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektifitas 
dari keberadaan tujuan penelitian pada lokasi teliti. Adapun lokasi penelitian ini di Pt. Tamora Agro Lestari 
Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi dengan Key informan 1 orang 
sekretaris Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan Kabupaten Kuantan Singingi dan 9 orang informan yaitu 
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau, Forum TJSP Provinsi Riau,Lembaga Adat 
Melayu Riau,  Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kuantan Singingi ,Camat Hulu Kuantan,  
Kepala Desa Serosah, , Humas PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah, Ketua Pemuda, Masyarakat Desa 






Serosah. Jenis dan teknik pengumpulan data primer dikumpulkan dengan teknik wawancara serta data 
sekunder yang dikumpulkan melalui dokumen, buku, dan catatan-catatan yang bersifat dokumentasi. 
Sementara teknik analisis data yang dipergunakan adalah dengan mempergunakan alat bantu triangulasi. 
Berdasarkan  teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Provinsi Riau (Studi 
Pemberdayaan Masyarakat  Di Sekitar Pt. Tamora Agro Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi) tidak terlaksana. Rekomendasi yang perlu dipertimbangkan terutama 
berkenaan dengan pembuatan peraturan gubernur tentang tata cara pelaksanaan tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
Kata Kunci : Implementasi, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Kabupaten Kuantan Singingi.
PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Keberadaan perusahaan dalam 
masyarakat dapat memberikan aspek 
positif dan negatif. Di satu sisi, 
perusahaan menyediakan barang dan jasa 
yang diperlukan masyarakat maupun 
lapangan pekerjaan. Namun disisi lain 
tidak jarang masyarakat mendapatkan 
dampak buruk dari aktivitas bisnis 
perusahaan. Banyak kasus ketidakpuasan 
publik yang bermunculan, baik yang 
berkaitan dengan pencemaran 
lingkungan, serta eksploitasi besar 
besaran terhadap energy dan sumber daya 
alam yang menyebabkan kerusakan alam. 
Hal tersebut mendorong perubahan pada 
tingkat kesadaran masyarakat yang 
memunculkan pandangan baru tentang 
pentingnya melaksanakan apa yang 
dikenal saat ini sebagai Corporate Sosial 
Responsibility (CSR)  yang selanjutnya 
akan disingkat dengan CSR  atau dikenal 
juga dengan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. 
Perubahan ruang lingkup tanggung 
jawab sosial perusahaan, baik secara 
internal maupun eksternal adalah respon 
administrasi terhadap tuntutan 
masyarakat terhadap eksistensi 
perusahaan, karena sejatinya perusahaan 
adalah koeksistensi masyarakat. 
Keberadaan perusahaan sejatinya karena 
keberadaan masyarakat. Perusahaan tidak 
akan menyediakan atau menawarkan 
barang/jasa yang diperdagangkan tanpa 
ada masyarakat yang membutuhkan. 
Petunjuk Peraturan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan Internasional ISO 
26000 menjelaskan bahwa perusahaan 
harus membuka diri kepada masyarakat 
dengan memanfaatkan masyarakat 
seperti dengan memperdayakan 
masyarakat setempat. Selain itu Petunjuk 
Peraturan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Internasional ISO 26000 juga 
menjelaskan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan adalah basis teori tentang 
perlunya sebuah perusahaan membangun 
hubungan harmonis dengan masyarakat 
tempatan. Secara teoretik, Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan dapat 
didefinisikan sebagai tanggung jawab 
moral suatu perusahaan terhadap para 
strategic-stakeholdersnya, terutama 
komunitas atau masyarakat disekitar 
wilayah kerja dan operasinya.  
Selanjutnya menurut Peraturan Daerah 
Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Provinsi Riau progam dan 
bidang kerja Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan adalah : 
1. Progam TJSP dapat berbentuk 
pemberdayaan masyarakat dan/atau 
kemitraan dan bina lingkungan 
dan/atau investasi dan/ atau 
sumbangan/ donasi, dan/atau promosi. 






2. Progam sebagaimana dimaksud pada 
ayat 1 direncanakan dan 
dikembangankan oleh perusahaan 
sebagai bentuk kontribusi dan/ atau 
kepedulian pada persoalan sosial 
Pemerintah Daerah yang dihadapi 
masyarakat untuk mendapatkan 
keuntungan perusahaan dan 
meningkatkan kualitas hidup 
masyarakat. 
3. Bentuk progam sebagaimana 
dimaksud pada ayat 2 yang akan dan 
yang telah dilakukan harus dilaporkan 
kepada Kepala Daerah melalui forum 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
baik Provinsi dan/ atau Kabupaten / 
Kota setempat.  
Bidang Kerja Tanggung Jawab Sosial 




d. Olah raga dan seni budaya; 
e. Sosial dan keagamaan; 
f. Pelestarian lingkungan hidup; 
g. Usaha ekonomi kerakyatan; 
h. Pemberdayaan masyarakat adat; dan  
i. Bidang kerja lainnya yang secara 
nyata memberikan dampak 
peningkatan kualitas masyarakat. 
Provinsi Riau merupakan salah satu 
provinsi terbesar penghasil sawit 
diindonesia. Pertumbuhan pesat 
perkebunan sawit di Riau khususnya di 
Kabupaten Kuantan Singingi akan 
diiringi juga oleh kebutuhan 
pertumbuhan pabrik kelapa sawit (PKS). 
Dalam upaya mengisi peluang dan 
penyediaan PKS untuk menampung hasil 
perkebunan sawit PT. Tamora Agro 
Lestari dan perkebunan rakyat, maka PT. 
Tamora Agro Lestari yang berkedudukan 
di Jakarta berinisiatif untuk melakukan 
pembangunan PKS dengan kapasitas 30 
Ton tandan buah segar (TBS) perjam di 
Desa Serosah Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi, untuk 
menghasilkan minyak kelapa sawit 
mentah atau CPO (Crude Palm Oil). 
PT. Tamora Agro Lestari merupakan 
salah satu perusahaan yang melaksanakan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan sejak 
awal beridi tahun 2013 sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Perseroan Terbatas dan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal yang mewajibkan 
perusahaan menjalankan Tanggung 
Jawab Sosial perusaan dan di lanjutkan 
dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 
2012 Tentang tanggung jawab sosial 
perusahaan di provinsi Riau. 
Penulis melihat dari berbagai data 
prasurvei dan dokumentasinya terdapat 
beberapa fenomena yang terjadi 
dilapangan yaitu sebagai berikut : 
1. Ditemukan saat bertanya kepada 
masyarakat sekitar yaitu adanya 
dampak negatif yang dirasakan oleh 
masyarakat dengan adanya 
pengoperasian perusahaan PT. 
Tamora Agro Lestari tersebut seperti 
masyarakat merasa terganggu dengan 
adanya dampak pencemaran air sungai 
karena air disekitar pabrik tidak bisa 
digunakan untuk keperluan 
rumahtangga, keperluan industri dan 
keperluan pertanian sementara air 
sungai tersebut mengalir disekitar 
pemukiman penduduk bahkan tahun 
2014 terjadi pembocoran limbah 
pabrik perusahaan yang menyebabkan 
ekosistem Sungai Air Balui dan 
Sungai Batang Loso menjadi mati. 
2. Selanjutnya dampak lain yang 
dirasakan adalah dampak pencemaran 
udara seperti bau yang menyengat dan 
kebisingan yang disebabkan suara 
pabrik serta asap yang dikhawatirkan 
akan mengganggu kesehatan 
masyarakat sekitar bahkan pada tahun 
2015 terjadi fenomena datangnya lalat 






yang banyak sehingga membuat 
masyarakat di Desa Serosah menjadi 
khawatir. 
3. Selanjutnya adalah dampak Sosiologi 
yaitu adanya kecemasan masyarakat di 
karena banyaknya mobil-mobil 
muatan yang over kapasitas lewat di 
pemukinaman masyarakat yang padat 
penduduk sedangkan jalan yang dilalui 
oleh mobil tersebut cukup kecil 
bahkan dari keterangan ketua pemuda 
setempat penulis mendapatkan 
keterangan bahwa selama perusahaan 
ini beroperasi terjadi 4 kali kecelakaan 
lalu lintas disebabkan karena minyak 
kelapa sawit yang tumpah dijalanan. 
4. Adanya indikasi bahwa perusahaan 
PT. Tamora Agro Lestari belum 
melakukan pemberdayaan masyarakat 
secara langsung yang berdampak 
jangka pendek dan jangka panjang 
pada bidang ekonomi seperti 
peningkatan kemampuan bersaing 
Usaha Kecil Menengah di Desa 
Serosah dan pemberdayaan petani – 
petani kelapa sawit setempat. 
5. Adanya indikasi belum terlaksananya 
dengan baik implementasi Peraturan 
Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 
tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Provinsi Riau 
khususnya pada Pasal 8 tentang 
Kewajiban Perusahaan. Seperti 
adanya indikasi belum terbentuknya 
Forum Tanggng Jawab Sosial 
Perusahaan. 
6. Selanjutnya adalah adanya indikasi 
bahwa perusahaan PT. Tamora Agro 
Lestari belum memiliki struktur 
manajerial yang lengkap seperti visi 
dan misi perusahaan dan tugas pokok 
dan fungsi perusahaan yang belum ada 
serta belum adanya penyusunan secara 
jelas tentang progam- progam 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
dari dalam perusahaan. 
 
Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui Implementasi 
Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 
tahun 2012 tentang  Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Provinsi Riau 
(studi pemberdayaan masyarakat di 
PT. Tamora Agro Lestari Desa 
Serosah Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi)? 
2. Untuk mengetahui Hambatan – 
Hambatan apa saja yang 
mempengaruhi Implementasi 
Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 
tahun 2012 tentang  Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Provinsi Riau 
(studi pemberdayaan masyarakat di 
PT. Tamora Agro Lestari Desa 
Serosah Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi)? 
Kegunaan Penelitian 
1. Manfaat bagi kepentingan akademis, 
pengembangan ilmu administrasi 
khususnya pelaksanaan tanggung 
jawab sosial perusahaan dalam bentuk 
penelitian langsung di lapangan. 
Disamping itu, hasil penelitian ini 
dapat semakin memperluas wawasan 
teori peneliti. 
2. Manfaat praktis, sebagai bahan 
masukan bagi perusahaan perusahaan  
untuk memberikan sumbangan 
pemikiran tentang bagaimana 
pelaksanaan tanggung jawab sosial  
perusahaan dalam melakukan 
pemberdayaan masyarakat. 
3. Manfaat bagi penelitian selanjutnya, 
sebagai bahan kajian bagi peneliti 
yang berminat tentang topik penelitian 
ini. Baik dengan teknik analisis yang 
sama tapi objek berbeda, atau objek 
yang sama dengan analisis berbeda, 
maupun kombinasinya. Juga dapat 
dijadikan bagi keperluan analisis yang 
lebih mendalam dan detail. 
 
STUDI KEPUSTAKAAN 







Konsep Administrasi dan Administrasi 
Publik 
 
Chandler dan Plano mengatakan 
administrasi publik adalah proses dimana 
sumberdaya dan personel publik 
diorganisir dan dikoordinasikan untuk 
memformulasikan, 
mengimplementasikan dan mengelola 
(manage) keputusan-keputusan dalam 
kebijakan public (dalam Pasolong 
2010:7).  
Sedangkan menurut Marshall Edward 
Dimock & Glady Ogden Dimock 
mengatakan administrasi publik adalah 
Penyelenggaraan pencapaian tujuan yang 
ditetapkan secara politis. Meskipub 
demikian, administrasi publik bukan 
sekedar teknik atau pelaksanaan 
program-program secara teratur, elainkan 
juga berkenaan dengan kebijakan umum 
(policy) karena didalam dunia modern, 
birokrasi merupakan pembuat kebijakan 
pokok dalam pemerintahan”(dalam 
Wirman, 2012:22). 
Pelopor Administrasi Publik Modern 
Woodrow Wilson mendefinisikan 
administrasi publik adalah Urusan atau 
praktik urusan pemerintahan karena 
tujuan pemerintah ialah melaksanakan 
pekerjaan publik secara efisien dan sejauh  
mungkin sesuai dengan selera dan 
keinginan rakyat. Dengan administrasi 
publik, pemerintah berusaha memenuhi 
kebutuhan masyarakat, yang tidak dapat 
atau tidak akan dipenuhi oleh usaha 
privat/swasta”(dalam Wirman, 2012:21). 
Konsep Manajemen dan Manajemen 
Publik 
Manajemen sebagai suatu ilmu adalah 
akumulasi pengetahuan yang 
disistematisasikan atau kesatuan 
pengetahuan yang terorganisasi. 
Sedangkan manajemen sebagai suatu seni 
yaitu merupakan keahlian, kemahiran, 
kemampuan, serta keterampilan dalam 
menerapkan prinsip, metode dan teknik 
dalam menggunakan sumber daya 
manusia dan sumber daya alam (human 
and natural resources) secara efektif dan 
efisien untuk mencapai tujuan (Siswanto. 
2005;9). 
Konsep Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan 
CSR adalah basis teori tentang 
perlunya sebuah perusahaan membangun 
hubungan harmonis dengan masyarakat 
tempatan. Secara teoretik, CSR dapat 
didefinisikan sebagai tanggung jawab 
moral suatu perusahaan terhadap para 
strategic-stakeholdersnya, terutama 
komunitas atau masyarakat disekitar 
wilayah kerja dan operasinya. CSR 
memandang perusahaan sebagai agen 
moral. Dengan atau tanpa aturan hukum, 
sebuah perusahaan harus menjunjung 
tinggi moralitas. Parameter keberhasilan 
suatu perusahaan dalam sudut pandang 
CSR adalah pengedepankan prinsip 
moral dan etis, yakni menggapai suatu 
hasil terbaik, tanpa merugikan kelompok 
masyarakat lainnya. Salah satu prinsip 
moral yang sering digunakan adalah 
golden-rules, yang mengajarkan agar 
seseorang atau suatu pihak 
memperlakukan orang lain sama seperti 
apa yang mereka ingin diperlakukan. 
Dengan begitu, perusahaan yang bekerja 
dengan mengedepankan prinsip moral 
dan etis akan memberikan manfaat 
terbesar bagi masyarakat.  
Menurut Suhandari dalam Hendrik 
(2008:1) Tanggung jawab sosial 
perusahaan adalah komitmen perusahaan 
atau dunia bisnis untuk berkontribusi 
dalam pengembangan ekonomi yang 
berkelanjutan dengan memperhatikan 
tanggung jawab sosial perusahaan dan 
menitikberatkan pada keseimbangan 
antara perhatian terhadap aspek 
ekonomis, sosial, dan lingkungan. 






Menurut Hendrik (2008:9) tujuan CSR 
adalah untuk memperdayakan 
masyarakat, bukan memperdayai 
masyarakat. Pemerdayaan bertujuan 
mengkreasikan masyarakat mandiri. 
Dalam filsafat menurut Mufid 
(2010:219), pengertian tanggung adalah 
kemampuan manusia yang menyadari 
bahwa seluruh tindakan selalu 
mempunyai konsekuensi. Dan menurut 
Mufid (2010:219),perbuatan tidak 
bertanggung jawab adalah perbuatan 
yang didasarkan pada pengetahuan dan 
kesadaran yang seharusnya tidak 
dilakukan tapi dilakukan juga.
Operasional Variabel 
Tabel 1 : Operasionalisasi Variabel Penelitian Implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Riau No 6 tahun 2012 di PT. Tamora Agro Lestari Desa Serosah 
Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi. 
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Tipe yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah penelitian deskriptif dengan 
pendekatan analisis secara kualitatif 
dimana hasil penelitian terutama yang 
didapat dari hasil wawancara dengan key 
informan. 
Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian  dipilih penulis pada 
Perusahaan PT. Tamora Agro Lestari 
yang berada di Desa Serosah Kecamatan 
Hulu Kuantan Kabupaten Kuantang 
Singingi Provinsi Riau  
Informan 
1. Key Informen yaitu: Sekretaris Dinas 
Sosial dan Ketenagakerjaan 
Kabupaten Kuantan Singingi 
2. Informen dalam penelitian ini adalah 
Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Provinsi Riau, Forum TJSP 
Provinsi Riau,Lembaga Adat Melayu 
Riau,  Komisi III Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kuantan Singingi, 
Camat Hulu Kuantan,  Kepala Desa 
Serosah, , Humas PT. Tamora Agro 
Lestari Desa Serosah, Ketua Pemuda, 
Masyarakat Desa Serosah 
Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer, yaitu data yang dihimpun 
langsung dari sumber pertama. 
Pengumpulan data dilakukan dengan 
mempergunakan wawancara. Berupa 
tanggapan key informan dan informan 
yang digunakan untuk mengetahui 
Implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang  
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 
Provinsi Riau (studi pemberdayaan 
masyarakat di PT. Tamora Agro 
Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu 
Kuantan Kabupaten Kuantan 
Singingi).  
2. Data sekunder yang diperoleh dari 
data olahan yang telah dipublikasikan, 
baik yang berasal dari perusahaan, 
jurnal penelitian terdahulu, dan buku-
buku penunjang yang relevan. 
Teknik Pengumpulan Data 
1. Interview (Wawancara) 
Yaitu, penulis mengumpulkan data 
melalui wawancara, dengan 
menyiapkan intsrumen penelitian 
berupa pertanyaaan-pertanyaan secara 
tertulis tentang Implementasi 
Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 
tahun 2012 tentang  Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Provinsi Riau 
(studi pemberdayaan masyarakat di 
PT. Tamora Agro Lestari Desa 
Serosah Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi). 
2. Dokumentasi 
Yaitu teknik pengumpulan data tidak 
langsung yang ditujukan pada subjek 
penelitian, melalui dokumen dokumen 
perusahaan, penelitian penelitian 
terdahulu, peraturan perundang-
undangan. Seperti peraturan daerah 
No 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi 
Riau, Peraturan Gubernur Riau No 
142 Tahun 2015 Tentang tata cara 
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Provinsi riau. 
PEMBAHASAN 
Implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 
Provinsi Riau (studi pemberdayaan 
masyarakat di PT. Tamora Agro 
Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu 






Kuantan Kabupaten Kuantan 
Singingi)  
Perlindungan terhadap peredaran 
barang konsumsi sudah diatur oleh 
negara yang di kelola oleh suatu lembaga 
atau Dinas yang menagani tentang 
Perindustrian dan Perdagangan. Tugas 
dari lembaga tersebut salah satunya yaitu 
mengawasi proses peredaran barang yang 
dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal 
ini terdapat barang konsumsi seperti 
makanan dan minuman, seperti makanan 
yang cepat saji, dalam kemasan bungkus, 
dalam kemasan kaleng dan kemasan 
botol. Salah satu contoh minuman yang 
diawasai oleh Dinas Perdangan dan 
Perindustrian  yaitu minuman beralkohol. 
Dimana minuman berakohol ini adalah 
salah satu minuman yang di katagorikan 
sebagai minuman berbahaya yang  
diperjual belikan dilakalangan 




Pada indikator komunikasi terutama 
Transmisi Komunikasi  dalam 
Implementasi Peraturan daerah no 6 
tahun 2016 tentang Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan dalam upaya 
peningkatan pemberdayaan masyarakat 
di Desa Serosah Kecamatan Hulu 
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 
masih kurang baik pelaksanaanya karena 
penulis melihat masih adanya pemerintah 
daerah yang menyatakan bahwa belum 
adanya sosialisasi dari pemerintah pusat 
tentang perda no 6 tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. 
Namun dalam hal ini perusahaan sudah 
mengatakan bahwa sosialisasi itu sudah 
ada , tetapi dari pengamatan penulis 
melihat progam yang dilaksanakan oleh 
perusahaan tidak termasuk kepada 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 
karena belum ada komuikasi yang baik 
dalam mensinergikan progam perusahaan 
dengan progam pemerintah 
Pada indikator komunikasi terutama 
Transmisi Komunikasi  dalam 
Implementasi Peraturan daerah no 6 
tahun 2016 tentang Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan dalam upaya 
peningkatan pemberdayaan masyarakat 
di Desa Serosah Kecamatan Hulu 
Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi 
masih kurang baik karena perusahaan 
masih belum jelas mengenai perbedaan 
bantuan sosial dengan TJSP, dan untuk 
kepala desa dan masyarakat juga masih 
mengganggap bantuan sosial itu sebagai 
TJSP sehingga banyak masyarakat yang 
diam saat ditanya penulis mengenai 
perbedan TJSP dengan bantuan sosial. 
Selain itu dari Jawaban Narasumber 
salahsatunya Lembaga Adat Melayu Riau 
penulis menyimpulkan bahwa Sasaran 
yang dicita citakan dalam awal 
pembuatan Peraturan daerah ini belum 
berjalan dengan baik, Ide awal gagasan 
pembendukan perda ini adalah agar 
masyarakat berperan aktif dalam 
mengelolah dana CSR tersebut dengan 
membentuk suatu forum dan pemerintah 
sebagai fasilitator, pengawas dalam 
mensinergikan dengan pemerintah.   
Penulis melihat Implementasi 
peraturan Daerah No 6 tahun 2012 
Tantang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan , dimana komunikasi dalam 
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaaanberjalan dengan kurang baik 
karena disebabkan belum terbentuknya 
Forum Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di tingkat Kabupaten, dan 
belum adanya tindakan dalam 
mensinergikan progam progam yang di 
buat oleh perusahaan dengan pemerintah 
dikarenakan banyak penyebab. 
Bahwa dari hasil penelitian yang 
penulis dapatkan dikaitkan dengan 
pendapat Widodo, dimana pelaku 
kebijakan dalam hal ini saya mengambil 
Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dan 






Perusahaan PT Tamoga Agro Lestari 
belum adanya Komunikasi yang baik, 
dikarenakan belum adanya Forum TJSP 
sebagai dewan Koordinasi antar 
pemangku kepentingan dalam 
penyelenggaraan Kebijakan Tanggung 
Jawab sosial Perusahaan di Kabupaten 
Kuantan Singingi Khususnya. Selain itu 
masih kurangnya Forum Tanggung 
Jawab sosial Perusahaan dalam 
mengawasi dan mengendalikan dalam 
Pelaksanaan kegiatan tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada 
hal jelas ini merupak salah satu tugas 
yang tercntum pada SK Gubernur Nomor 
KPTS. 842/IX/2016 . Namun sejauh ini 
Peraturan Gubernur yang dibuat hanya 
sebatas pelaporan saja, belum adanya 
peraturan Gubernur tentang pencairan 
dana dan pelaksanaan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan. 
Dalam melaksanakan kebiajkan 
tersebut Forum Tanggung Jawab sosial 
Perusahaan seharusnya melakukan 
koordinasi dengan pemerintah Satuan 
Kerja Perangkat Daerah terkait dengan 
Perusahaan untuk mensinergikan progam 
progam yang akan dijalankan, sehingga 
dalam hal ini perusahaan harus 
melaporkan progam TJSPnya kepada 
Forum Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. Sesuai dengan Peraturan 
Daerah provinsi riau no 6 tahun 2016 
pasal 8 tentang kewajiban perusahaan 
point a yang berbunyi perusahaan wajib 
menyusun rancangan penyelenggaraan 
progam TJSP sesuai dengan prinsip – 
prinsip Tanggung Jawab Sosial dunia 
usaha dengan memperhatikan kebijakan 
pemerintah daerah dan peraturan 
perundang- undangan. Dengan demikian 
komunikasi yang telah dilakukan antara 
tiga elemen ini disimpulkan tidak 
terimplementasi dengan baik. 
 
2. Sumber Daya 
Dari hasil wawancara pada penelitian 
tersebut penulis mengambil kesimpulan 
bahwa pada Forum Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di provinsi riau 
menganggab bahwa mengenai Jumlah 
tenaga yang tersedia tidak menjadi 
masalah utama, hanya saja proses dalam 
mengkoordinasikan antara pemerintah 
dan perusahaan yang menjadi masalah 
utama dikarena susahnya bertemu jadwal 
yang pas dalam mensinergikan progam 
progam tersebut. Dan di perusahaan 
penulis mengambil kesimpulan bahwa 
tidak adanya bagian yang khusus 
menangani mengenai TJSP menjadi 
penyebab utama tidak terfokusnya 
kegiatan TJSP di perusahaan. 
Dari hasil wawancara pada penelitian 
tersebut penulis mengambil kesimpulan 
bahwa tidak ada kendala yang signifikan 
mengenai anggaran dalam pelaksanaan 
Peraturan daerah ini karna sudah jelas di 
Peraturan daerah Provinsi Riau No 6 
tahun 2012 tentang Tanggung Jawab 
Sosil Perusahaan  pasal 26 point 3  bahwa 
pembiayaan kegiatan operasioanal Forum 
TJSP provinsi dibebankan pada APBD 
Provinsi Riau dan Forum TJSP 
Kabupaten Kota dibebankan pada APBD 
masing masing Kabupaten Kota. Dan 
dilihat dari besaran persentase yang harus 
dikeluarkan oleh perusahaan itu belum 
dijelaskan secara rinci oleh peraturan 
daerah tersebut sehingga membuat 
pelaksanaan TJSP ini tidak terukur 
kepastian besaran dalam pembemberian 
TJSP kepada masyarakat. Padahal 
berdasarkan Wawancara penulis dengan 
Lembaga Adat Melayu Riau bahwa 
konsep awalnya pengeluaran persentase 
dana perusahaan ini 2 persen dari 
keuntungan bersih sesuai dengan UU 
Perseroan Terbatas No 40 Tahun 2007 
dan pengendalian dana tersebut bisa 
berkerjasama dengan pihak Pajak. 
Ditentukan dengan berapa besar pajak 






yang dikeluarkan oleh perusahaan 
tersebut. 
Dari hasil penelitian yang penulis 
lakukan dapat penulis simpulkan bahwa 
Sarana dan Prasaran juga tidak 
merupakan masalah yang signifikan . 
namun bila dikaitkan dengan teori 
Edward merupakan hal yang terpenting 
dalam pelaksanaan suatu kebijakan yaitu 
sumber daya disini adalah pelaksana dari 
implementasi kebijakan itu sendiri. 
Apabila jumlah pegawai tidak memadai 
untuk melaksanakan beban tugas maka 
sia sia sarana yang disediakan sebagus 
dan selengkap apapun fasilitas yang 
tersedia tetap akan menjadi hambatan 
untuk terimplementasinya suatu 
kebijakan dengan baik, karen yang 
menjalankan kebijakan tersebut yaitu 
pegawainya jumlahnya kurang sehingga 
implementasi kebijakan tidak 
terimplementasi dengan baik. 
Dikaitkan dengan hasil penelitian 
dilapangan dengan pendapat Van Meter 
dan Van Horn dimana jumlah pegawai 
yang sedikit mengakibatkan kurang 
efektifnya pelaksanaan kebijakan 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Jadi 
dapat penulis simpulkan setelah dilihat 
dari hal tersebut diatas bahwa sumber 
daya Di Forum tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan Provinsi Riau, dan 
Perusahaan tidak terimplementasi dengan 
baik karena sumber daya dari jumlah 
pegawai yang melaksanakan kebijakan 
kekurangan pegawai adalah merupakan 
hal penting dalam tercapainya tujuan atau 
hasil yang diharapkan dari pelaksnaan 
suatu kebijakan. 
3. Karakteristik Masalah 
Dari hasil wawancara pada penelitian 
tersebut penulis mengambil kesimpulan 
bahwa sumber yang menjadi penyebab 
pelaksanaan kebijakan ini belum bisa 
berjalan dengan baik karena belum 
adanya Peraturan Gubernur yang 
mengatut tentang pelaksnaaan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan  tersebut, sejauh 
ini hanya sebatas Peraturan Gubernur 
tentang Pelaporan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan , dan Solusi yang 
alternative untuk menyelesaikan 
permasalahan ini yaitu pemerintah 
secepat mungkin membuat Peraturan 
Gubernut tentang Tata Cara Pencairan 
dana, Pelaksanaan dan dimasukkan Tata 
Cara Pelaporan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. 
Dari hasil penelitian penulis 
dilapangan mengenai Karakteristik 
Masalah pada Implementasi peraturan 
daerah  Nomor 6 tahun 2016 tentang 
tanggung Jawab Sosial Perusahaan  masih 
banyak terjadi permasalahan yang 
menyebabkan tidak efektifnya 
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan dikabupaten Kuantan 
Singingi Khususnya , karena belum 
adanya Forum TJSP yang bertugas 
sebagai Koordinasi perencanaan TJSP di 
Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai 
koordinasi antar pemangku kepentingan 
dalam penyelenggaraan kegiatan TJSP, 
sebagai pengendalian dan pengawasan 
dalam melaksanakan kegiatan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan TJSP , sebagai 
evaluator terhadap pelaksanaan Kegiatan 
TJSP tidak berjalan dengan baik. Dengan 
demikian Pelaksanaan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Kabupaten Kuantan 
Singingi dapat disimpulkan tidak 
terimplementasi dengan baik. 
Hambatan- Hambatan dan Upaya 
Upaya yang dihadapi dalam 
Implementasi Peraturan Daerah no 6 
tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan 
1. Masih belum adanya Forum TJSP di 
Kabupaten Kuantan Singingi. 






2. Masih belum adanya Forum pelaksana 
Tanggung Jawab Sosial didalam 
Perusahaan. 
3. Masih kurang baiknya komunikasi dan 
koordinasi antara pemerintah dengan 
perusahaan untuk mensinergikan 
progam progam pemerintah dengan 
progam progam perusahaan.  
4. Masih kurangnya sosialisasi Peraturan 
Daerah No 6 tahun 2012 Tentang 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
sehingga masih adanya pemerintah 
Daerah, perusahaan dan masyarakat 
yang tidak tau pasti tentang Jenis dan 
Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. 
5. Masih belum adanya peraturan 
gubernut tentang tata cara Pencairan 
Dana dan Pelaksanaan TJSP. 
6. Masih belum adanya peraturan bupati 
atau sejenisnya yang menindaklanjuti 
peraturan daerah provinsi Riau No 6 
Tahun 2012 Tentang TJSP . 
7. Belum adanya persentase yang jelas 
dikeluarkan perusahaan untuk 
pelaksanaan TJSP. 
8. Secara Action  belum adanya sanksi 
yang jelas bagi perusahaan yang tidak 
menjalankan TJSP. 
Kesimpulan 
1. Indikator penilaian Komunikasi dalam 
penelitian Implementasi Peraturan 
Daerah Provinsi Riau No 6 tahun 2012 
tentang  Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan di Provinsi Riau (studi 
pemberdayaan masyarakat di PT. 
Tamora Agro Lestari Desa Serosah 
Kecamatan Hulu Kuantan Kabupaten 
Kuantan Singingi) dilihat masih belum 
adanya komunikasi yang baik, antara 
pemerintah daerah provinsi dan 
pemerintah daerah kabupaten, selain 
itu juga belum adanya koordinasi 
antara forum TJSP dengan perusahaan 
–perusahaan yang ada diRiau.  
2. Indikator penilaian Sumber Daya 
dalam penelitian Implementasi 
Peraturan Daerah Provinsi Riau No 6 
tahun 2012 tentang  Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan di Provinsi Riau 
(studi pemberdayaan masyarakat di 
PT. Tamora Agro Lestari Desa 
Serosah Kecamatan Hulu Kuantan 
Kabupaten Kuantan Singingi) dilihat 
masih adanya kendala dalam 
pelaksanaan nya yaitu dengan masih 
kurangnya pegawai dan belum adanya 
alat khusus untuk mengontrol 
pelaksanaan TJSP di Provinsi Riau. 
3. Indikator penilaian Karakteristik 
Masalah dalam penelitian 
Implementasi Peraturan Daerah 
Provinsi Riau No 6 tahun 2012 tentang  
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di 
Provinsi Riau (studi pemberdayaan 
masyarakat di PT. Tamora Agro 
Lestari Desa Serosah Kecamatan Hulu 
Kuantan Kabupaten Kuantan 
Singingi) dilihat masih banyak 
masalah yang menjadi faktor 
penyebab pelaksanaan TJSP di 
Provinsi Riau tidak berjalan. 
4. Faktor penghambat dalam 
mengimplementasikan “Peraturan 
Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan 
adalah tidak adanya forum TJSP dan 
forum pelaksana TJSP di Kabupaten 
Kuantan Singingi, Kurangnya 
komunikasi dan koordinasi 
pemerintah dengan perusahaan dalam 
hal mensinergikan progam progam 
yang akan dilaksanaakan untuk 
pemberdayaan masyarakat, belum 
maksimalnya sosialisasi Peraturan 
Daerah No 6 tahun 2012 tentang 
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, 
masih adanya pemerintah daerah, 
perusahaan dan masyarakat yang 
belum tau pasti mengenai perbedaan 
Bantuan Sosial dengan Tanggung 
Jawab Sosial Perusahaan dan 
pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. 






5. Dengan tidak terimplementasinya 
Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 
Tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan maka pemberdayaan 
masyarakat di Desa Serosah oleh PT. 
Tamora Agro Lestari Desa Serosah 
juga tidak berjalan dengan baik. 
Saran  
1. Harus adanya perbaikan Komunikasi 
dan koordinasi yang dilakukan oleh 
pemerintah daerah provinsi Riau, 
pemerintah daerah kabupaten kota, 
forum TJSP, perusahaan dan 
masyarakat. 
2. Adanya tambahan pegawai dan 
pembuatan tenik IT khusus dalam 
pemantauan dalam pelaksaan TJSI. 
3. Adanya perbaikan mengenai 
karakteristik maslaah yang didapatkan 
setelah penelitian ini selesai. 
4. Pemerintah Kabupaten Kuantan 
Singingi sesegera mungkin membuat 
Forum tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan. 
5. Perusahaan membuat departemen 
khusus atau bagian khusus didalam 
forum pelaksanaan Tanggung Jawab 
Sosial Perusahaan. 
6. Adanya perbaikan  komunikasi dan 
koordinasi antara pemerintah dengan 
perusahaan untuk mensinergikan 
progam progam pemerintah dengan 
progam progam perusahaan. 
7. Adanya peningkatan sosialisasi 
Peraturan Daerah no 6 tahun 2012 
Tentang Tanggung Jawab Sosial 
Perusahaan kepada pemerintah daerah 
kabupaten, perusahaan dan 
masyarakat. 
8. Pemerintah Provinsi Riau sesegera 
mungkin membuat Peraturan 
Gubernur tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tanggung Jawab 
Perusahaan di Provinsi Riau. 
9. Pemerintah Kabupaten Kuantan 
Singingi sesegera mungkin membuat 
Peraturan Bupati atau sejenisnya yang 
menindaklanjuti peraturan daerah 
Kabupaten Kuantan Singingi sebagai 
pedoman dalam menjalankan 
pelaksanaan TJSP. 
10. Adanya persentase yang jelas 
dikeluarkan perusahaan untuk 
pelaksanaan TJSP. 
11. Secara Action harus adanya sanksi 
yang jelas bagi perusahaan yang tidak 
menjalankan TJSP. 
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